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MAHKAMAH Konstitusi (MK)

kembali menerbitkan judicial review

terhadap bidang ketenagakerjaan

melalui putusan Nomor 168/PUU-

XXI/2023. Kali ini judicial review di-

lakukan terhadap UU 6/2023 tentang

pengesahan Perppu Cipta Kerja

(Ciptaker). Putusan MK tersebut

mengubah 21 Pasal UU 6/2023.

Beberapa poin hanya merupakan

penegasan makna dan penjelasan sa-

ja, namun terdapat beberapa poin per-

ubahan yang krusial.

Pertama, Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu (PKWT). Putusan MK terse-

but memberikan batasan tegas jang-

ka waktu untuk model PKWT atas

jangka waktu dan PKWT atas peker-

jaan tertentu sama-sama paling lama

5 tahun dan sudah termasuk periode

perpanjangannya. Sebelumnya, di

UU 6/2023 PKWT atas pekerjaan ter-

tentu tidak memiliki pembatasan

jangka waktu yang jelas dan hanya

didasarkan atas kesepakatan para pi-

hak. Padahal bargaining position an-

tara pekerja dengan pengusaha tentu

tidak seimbang dalam pembentukan

kesepakatan tersebut.

Kedua, alih daya atau outsourcing.

Putusan MK memberikan amanat ba-

gi Menteri untuk menetapkan jenis

dan bidang pekerjaan mengenai out-

sourcing tersebut. Pengaturan ini da-

pat memberikan dampak positif bah-

wa pelaksanaan outsourcing tidak la-

gi dilakukan secara bebas tanpa

adanya pembatasan jenis dan bidang

pekerjaan. Namun, perumusan

redaksi di Putusan MK berupa

“sesuai dengan jenis dan bidang

pekerjaan outsourcing yang diperjan-

jikan dalam perjanjian tertulis out-

sourcing” tidak jelas artinya jika diba-

ca. Apakah penentuan ini

berdasarkan perjanjian tertulis out-

sourcing? Atau sebaliknya, perjanjian

tertulis outsourcing sesuai dengan pe-

nentuan tersebut?

Ketiga, istirahat panjang. Putusan

MK mengembalikan hak istirahat

panjang pekerja perusahaan tertentu

yang semula dalam UU 6/2023 sifat-

nya opsional saja. Tetapi, keberadaan

frasa Pasal berupa “yang diatur da-

lam perjanjian kerja, peraturan per-

usahaan, atau perjanjian kerja”,

apakah berarti perusahaan yang

memberi istirahat panjang hanyalah

perusahaan yang mengaturnya di PK,

PP atau PKB? Jika tidak diatur di da-

lam dokumen tersebut, maka tidak

perlu memberi istirahat panjang? Hal

ini dapat menimbulkan kerancuan.

Keempat, upah minimum. Putusan

MK seakan memunculkan kembali

komponen Kebutuhan Hidup Layak

(KHL) yang wajib diperhatikan dalam

penyusunan upah minimum. Secara

eksplisit disebutkan komponen KHL

makanan dan minuman, sandang, pe-

rumahan, pendidikan, kesehatan,

rekreasi, dan JHT. Selain itu, memun-

culkan pula keberadaan upah mini-

mum sektoral yang dulu dihilangkan

oleh UU 6/2023, serta memunculkan

peran sentral Dewan Pengupahan

Daerah dalam perumusan kebijakan

pengupahan yang selama ini tergerus

karena penetapan upah minimum

yang dilakukan menggunakan formu-

la semata. Lalu bagaimana dengan

penetapan upah minimum 2025 yang

mestinya dilakukan November bulan

ini? Mengacu pada formula

atau proses yang seperti apa?

Kelima, upah. Putusan MK

menegaskan Serikat

Pekerja/Serikat Buruh dapat

menjadi pihak dalam perumus-

an kesepakatan upah di atas

upah minimum di perusahaan.

Sekaligus, penegasan posisi pi-

utang upah dan hak pemba-

yaran lainnya berdasarkan hu-

bungan kerja ketika perusaha-

an pailit-likuidasi. Posisi

pekerja ada di atas kreditur

preferen.

Keenam, PHK. Putusan MK

menyatakan bila perundingan

bipartit gagal, maka PHK baru

dapat diproses setelah mele-

wati proses PPHI dan terdapat

putusan PPHI yang berkeku-

atan hukum tetap. Serta, mengemba-

likan frasa asli UU Ketenagakerjaan

dulu bahwa formula pesangon dalam

UU merupakan formula minimal/pa-

ling sedikit (batas bawah sebagai jar-

ing pengaman).

Dilihat dari substansinya, Putusan

MK tersebut memberikan perubahan

aturan ketenagakerjaan ke arah yang

sedikit lebih baik dari apa yang sudah

ditetapkan dari zaman UU 11/2020,

Peppu 2/2022, dan UU 6/2023.

Beberapa substansi masih terlihat

ada beberapa poin yang rancu, hara-

pannya hal ini dapat diperjelas di

aturan pelaksanaan UU 6/2023 yang

telah dijanjikan pemerintah segera

diterbitkan. Namun, penulis sejalan

dengan pendapat yang dikemukakan

MK pada akhir putusannya, se-

baiknya pemerintah membuat

Undang-Undang Ketenagakerjaan

baru dan terpisah agar lebih mudah

dipahami para pelaku bidang ketena-

gakerjaan karena aturan ketenagak-

erjaan existing sudah bertambal su-

lam akibat berbagai perubahan dalam

beberapa tahun terakhir. ❑-f

*) Nindry Sulistya Widiastiani

SH MH CIRP, Dosen Fakultas

Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

Nyata: Mafia Peradilan

Nindry Sulistya

Polri ungkap 300 kasus judi online

-- Lalu selanjutnya…..?

***

Tom Lembong dicecar soal surat im-

por gula

-- Bagaimana nasib surat impor

lain ya?

***

Penting, cegah pengobatan kanker

serviks secara tepat

-- Ingat, ia pembunuh kedua bagi

perempuan

Putusan MK UU 6/2023 Ciptaker

TADINYA banyak orang tidak per-

caya rumor adanya “mafia peradilan”

di Indonesia. Terlebih jika sudah

merasuk ke Mahkamah Agung (MA).

Bukankah MA ini sebagai puncak

peradilan yang berisi hakim-hakim

agung yang menduduki jabatan “Yang

Mulia” ini melalui seleksi ketat di MA

sendiri, di Komisi Yudisial, sampai di

DPR-RI. Institusi itu sudah seharus-

nya berisi orang-orang yang berin-

tegritas dan bersih.

Tetapi setelah beberapa tahun terli-

bat dalam pengawasan hakim, lalu

bergulat sebagai lawyer, dan menyi-

mak media massa dari hari ke hari,

jadi _haqqul yaqin_ bahwa

“mafia peradilan” memang ny-

ata ada wujudnya di pengadil-

an tingkat pertama sampai di

tingkat MA. Sejumlah hakim

agung yang terlibat suap dan

diberhentikan seperti Hakim

Agung Ahmad Yamani

(November 2012) yang meng-

ubah lama pemidanaan

_(strafmaat)_ terhukum

pengedar narkoba, Hakim

Agung Sudrajat Dimyati yang

terbukti menerima suap (Mei

2023) divonis PN Bandung,

Hakim Agung nonaktif

Gazalba Saleh yang divonis

menerima gratifikasi dan tin-

dak pidana pencucian uang

(Oktober 2024) oleh

Pengadilan Tipikor Jakarta,

ketiganya menunjukkan bah-

wa para oknum hakim agung

itu telah mencemari lembaga

terhormat MA itu.

Yang kemudian meneguhkan

adanya “mafia peradilan” adalah keti-

ka sejumlah pejabat tinggi (adminis-

tratif) MA terbukti ikut mengatur pro-

ses peradilan di semua tingkatan dari

pengadilan negeri, pengadilan tinggi,

sampai MA. Sebut saja tiga kasus ter-

akhir, dihukumnya mantan Sekreta-

ris MA Nurhadi, mantan Sekretaris

MA Hasbi Hasan (April 2024) karena

menerima suap dan gratifikasi, men-

jadi perantara pengaturan perkara di

lingkungan MA, pengadilan tingkat

pertama dan tingkat banding.

Terakhir dan kemudian menim-

bulkan kehebohan sampai hari ini

adalah dilakukannya operasi tangkap

tangan (OTT) oleh Tim Pidsus

Kejaksaan Agung terhadap tiga

hakim Pengadilan Negeri Surabaya

yang membebaskan Ronald Tannur

Trio hakim PN Surabaya terjaring

OTT terkait kasus suap vonis bebas

Ronald Tannur, terdakwa pembunuh

kekasihnya. Ketiga hakim itu,

Erintuah Damanik, Mangapul dan

Heru Hanindyo.

Dalam tulisan saya di sebuah koran

ibukota (21/8/2024) saya telah menci-

um bau tak sedap dalam vonis bebas

Ronald Tannur. Ukurannya adalah

apabila publik ramai-ramai mere-

spons negatif atas pembebasan ter-

dakwa itu. Juga karena adanya ke-

janggalan yang mencolok antara fakta

persidangan, pertimbangan hukum,

dan amar putusan. Maka dugaan

saya terbukti dengan ditangkapnya

tiga hakim pembebas tersebut.

Kasus suap Ronald Tannur itu

merembet ke mantan pejabat

Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Dia

ditetapkan sebagai tersangka dalam

perkara dugaan permufakatan jahat

berupa suap dan gratifikasi untuk

mengurus kasasi terdakwa Ronald

Tannur. Di rumah Zarof Ricar,

penyidik menemukan uang tunai da-

lam beberapa pecahan mata uang dan

emas 51 kilogram yang nilainya men-

capai Rp 996 miliar atau hampir Rp 1

triliun.

Rentetan fakta seperti itu menun-

jukkan bahwa “mafia peradilan” tak

lagi sekadar rumor yang sulit dibuk-

tikan. Bukan hanya “wujuduhu

ka’adamih”, adanya seperti tiada.

Jadi betul-betul ada, kasat mata.

Bagaimana _modus operandi_ dari

“mafia peradilan” akan terbeberkan

dalam persidangan Zarof Ricar di

pengadilan kelak. Tentu saja perlu ke-

cermatan dan ketelatenan jaksa pe-

nuntut untuk membuka rinci asal

muasal bukti uang tunai dan emas

sebesar itu, juga mestinya

uang nontunai yang disimpan

di bank atau berupa surat

berharga. Juga dapat

ditelusuri mengalir ke siapa

saja uang haram itu. Itu bisa

ditelusuri dengan penyidikan

Tindak Pidana Pencucian

Uang (TPPU).

Semuanya mesti dibuka te-

rang benderang untuk menge-

tahui kelemahan birokrasi

pengawasan di MA maupun

peradilan pada umumnya.

Bukan untuk membuka aib

MA dan jajarannya, tapi un-

tuk membebaskan MA dari

penyakit “mafia peradilan”.

Seperti menangani orang sa-

kit, diperlukan tindakan

medis semestinya, sampai

operasi besar atau kalau perlu

dilakukan tindakan amputasi,

jika seperti itu tindakan yang

diperlukan untuk menye-

hatkan MA dengan membersihkan

“mafia peradilan” di dalamnya.  ❑-f

*) Dr Imam Anshori Saleh SH

MHum, anggota DPR RI (2004-2009),

Wakil Ketua Komisi Yudisial RI

(2010-2015).

Imam Anshori SalehMengajak Masyarakat Ikut Awasi Pilkada
PEMILIHAN Kepala Daerah

(Pilkada) 2024 yang dilakukan

serentak akan menjadi momen pen-

ting bagi demokrasi Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan demokrasi ini

akan menjadi peristiwa  sangat luar

biasa. Digelar serentak di 37 provin-

si Ð kecuali DIY Ñ dengan 508

kabupaten/kota pada 27 November

2024. Transparansi dan akurasi jum-

lah suara akan menjaga keper-

cayaan masyarakat terhadap hasil

pilkada.

Memasuki bulan November dan

mendekati ÔHari HÕcoblosan, dinami-

ka pun diprediksi makin meningkat.

Sehingga harus dipikirkan keterli-

batan masyarakat serta penggu-

naan teknologi akan menjadi sesua-

tu hal yang sangat urgent, penting,

untuk mengawasi hasil transparansi

dan hasil Pilkada 2024. Artinya,

keterlibatan publik mengawasi dan

melaporkan hasil pilkada, sangat

berperan penting. Dengan kontrol

dan koreksi dari masyarakat, kita

bisa yakin apa yang dikerjakan

adalah benar apa adanya. 

Karenanya tidak bisa jika masya-

rakat hanya berperan sebagai

penonton pasif. Partisipasi tidak se-

kadar memberikan suara pada

calon yang dipilihnya. Namun juga

harus terus digaungkan, agar warga

ikutserta aktif sebagai pengawas da-

lam pelaksanaan pilkada. Demi hasil

yang transparan dan akurasi hasil

pilkada, tentu dibutuhkan sangat

banyak sukarelawan. Demi menja-

ga transpransi dan akurasi hasil,

dibutuhkan terutama sukarelawan-

sukarelawan muda  dengan kiprah

dan dinamika tinggi serta penguasa-

an teknologi yang dianggap lebih

mumpuni.

Sekalipun Provinsi DIY tidak men-

yelenggarakan pemilihan gubernur,

namun pilkada untuk memilih Walik-

ota Yogyakarta dan empat (4) bupati

: Sleman, Bantul, Kulonprogo dan

Gunungkidul  diselenggarakan. Tak

pelak jika Koordinator Divisi Pena-

nganan, Pemanfaatan dan Pelang-

garan Sengketa Bawaslu Kota

Yogyakarta, Jantan Putra Bangsa

mengajak masyarakat berpartisipasi

aktif dalam pengawasan Pilkada

2024. Para tokoh masyarakat pun

diajak ikutserta melakukan peng-

awasan guna mewyujudkan Pilkada

Kota Yogya bebas dari pelanggaran.

(KR, 2/11) Pengawasan pilkada

bukan hanya tanggungjawab

penyelenggara pemilu, tapi kewa-

jiban seluruh masyarakat.  Vici

Herawati dari Perkumpulan CATHA

Sleman ketika berbicara sinergi ma-

syarakat dengan Bawaslu Sleman

(media center sembada, 18/7) lalu

pun menegaskan bila kesuksesan

Pilkada Sleman pun tergantung par-

tisipasi masyarakat. 

Ajakan yang mesti harus dire-

spons para tokoh masyarakat.

Harapannya, gerak para tokoh ma-

syarakat akan membuat warganya

juga turut aktif. Filosofi Jawa  ing

ngarsa sung tuladha masih dianut

masyarakat, di tengah modernitas

warga. Karena memang dibutuhkan

sangat banyak sukarelawan agar

pilkada berjalan dalam rel yang su-

dah dibangun melalui aturan yang

berlaku. 

Jika ditarik secara umum pelak-

sanaan secara nasional, perlunya

partisipasi masyarakat dalam peng-

awasan pilkada tidak hanya di Kota

Yogya, Kabupaten Sleman semata.

Karenanya, suara yang mengajak

partisipasi masyarakat dalam Pilka-

da 2024, harus terus digaungkan, di-

lantangkan di 37 provinsi dengan

508 kabupaten/kota di seluruh

Indonesia. Partisipasi tentu tidak se-

kadar ikut memilih namun juga mel-

akukan pengawasan. Jika hal ini di-

lakukan, ada harapan pilkada dilak-

sanakan dengan transparan dan ha-

sil yang diperoleh akan lebih men-

cerminkan kehendak rakyat. Karena

masyarakat yang berpengetahuan,

terdidik menjadi benteng mencegah

kecurangan, di garda terdepan. 

Jika pemilu  adalah jantung

demokrasi, pilkada menjadi bagian

penting dalam proses demokrasi.

Sistem pemilihan umum ini membu-

at  rakyat memiliki hak untuk memilih

pemimpin yang akan mewakilinya

dalam menjalankan pemerintahan.

Namun integritas pilkada bisa teran-

cam jika masyarakat  tidak mema-

hami dan tidak berperan aktif dalam

pengawasan. 

Demokrasi hakikatnya dari rakyat,

oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat

adalah pemegang kekuasaan.

Peran rakyat dalam memilih dan ke-

mudian mengawasi proses pelak-

sanaan pilkada, adalah sangatlah

penting. Semua dilakukan untuk

memastikan proses berjalan de-

ngan luber jurdil pula.   ❑-f

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terima-

kasih partisipasinya dalam menulis dan

mengirimkan artikel untuk SKH Kedau-

latan Rakyat. Selanjutnya redaksi ha-

nya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 550  - 600 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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